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BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data disini merupaka uraian tentang paparan data yang
disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan
— pertanyaan peneliti dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Profil Pengadilan Agama Trenggalek

a. Awal Berdirinya Pengadilan Agama di Trenggalek

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini
Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal
01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1
Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan
Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah
jurisdiksi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama ketika itu berkuasa untuk memeriksa perkara-
perkara perselisihan suami istri yang beragama Islam dan perkara lain
tentang nikah, talak, rujuk, memutus perkara keturunan, pembagian
waris dan segala persengketaan yang terbit dari perkara itu, misalnya

hukum wasiyat (testamen), wagaf serta menentkan nazirnya, hak
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memelihara anak (hadanah), penolakan anak yang dilahirkan didalam
dan diluar perkawinan, gadar nafkah keluarga dan ongkos pemeliharaan
anak apabila syah dan ibu anak itu bercerai, menetapkan penanggalan
dan hari raya Islam, terutapa permulaan ibadah puasa Ramadan, Idul

Fitri, Idul Adha dan sebagainya.

Berikut sejarah perubahan nama kantor Pengadilan, sebelum
menjadi “Pengadilan Agama Trenggalek”
1) Sebelum Tanggal 1 Januari 1948 Raad Agama Trenggalek
2) Mulai Tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama Trenggalek
3) Pada Tahun 1966 Hanya Berlaku Beberapa Bulan Pengadilan
Agama Islam Trenggalek Kemudian Diubah Lagi Menjadi
Pengadilan Agama Trenggalek
4) Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan
nama hingga sekarang Departemen Agama RI Pengadilan
Agama Trenggalek.
Kantor (Gedung Kantor) Pengadilan Agama Trenggalek mulai
tanggal 1 Januari 1948 hingga sekarang mengalami perubahan seperti di

bawah ini:

1) Mulai tanggal 1 Januari 1948 s.d. 31 maret 1949 berkumpul dengan
Kantor Kepenghuluan Kabupaten Trenggalek di rumah tembok kecil

muka Pengulon (sebelah selatan/barat daya rnasjid Jami') Trenggalek
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3)

4)
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sampai tentara NICA/Belanda masuk menduduki kota Trenggalek
pada hari Kamis Pon tanggal 31 Maret 1949.

Semua Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mengungsi ke luar
kota. Selama dalam pengungsian pekerjaan-pekerjaan atau sidang-
sidang Pengadilan Agarna hanya dapat diadakan di ternpat yang aman
yang berdekatan dengan tempat pengungsian Wakil Ketua M. Imam
Achmad dengan Panitera Abd. Rahman, sedang anggota-anggotanya
(Hakim Anggota) ditunjuk ulama-ulama terkemuka di tempat.
Adapun petugas/pegawai lainnya sukar dihubungi, karena tempat
pengungsiannya terpencar tidak diketahui satu samalainnya.

Mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d. 31 Maret 1951. Setelah tanggal
27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda di
Indonesia dan kedaulatan RI pada RIS), berkantor menyewa ruangan
muka rumah milik M. Sulaiman di JI. Condrogeni (kini JI. R.A.
Kartini) kota Trenggalek sampai tanggal 31 Maret 1951.

Mulai tanggal 1 April 1951 s.d. 31 Januari 1954 pindah kantor
menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di JI. Wilis 12 (kini JI.
Brawijaya) Trenggalek. Mulai tanggal 1 Pebruari 1954 s.d. 30
Nopember 1956 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Ny.
Atmiatun di JI. Manikoro 7 (kini JI. Dr. Wahidin Sudirohusodo)

Trenggalek. Mulai tanggal 1 Desernber 1954 s.d. 19 Pebruari 1967
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6)

7)
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pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di J1. Wilis
12 (kini JI. Brawijaya) Trenggalek.

Mulai tanggal 20 pebruari 1967 s.d. 16 Agustus 1968, hari Senin, 20
Pebruari 1967 pagi gempa bumi akibat meletusnya Gunung kelut
blitar, rumah gedung yang disewa di JI. Wilis/Brawijaya 12 (huruf e
di atas) rusak, maka pada hari itu juga mengungsi/pindah
mendompelng di  Gedung Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah
Trenggalek (J1. Wilis / Panglima Sudirman 29-A) sampai tanggal 16
Agustus 1968.

Mulai tanggal 17 Agustus 1968 s.d. 20 Desember 1969 pindah
dirurnah milik AD (yang dikuasai ABRI) milik Sar. Rochmad di JI.
Linggo/Kom. J. Sudarno 5 Trenggalek (izin KODAM VIl Brawijaya
KODIM 0806, Surat I1zin No. S.1.0 18/7/1968 tanggal 8 Juli 1968).
Mulai tanggal, 21 Desember 1969 hingga sekarang pindah di
gedungnya (Pengadilan Agarna Trenggalek) sendiri di JI. Pang.
Sudirman 504 (Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek
Kabupaten Trenggalek). Rumah/gedung ini pembelian Departemen
Agama-Pengadilan, Agama Trenggalek atas beban mata anggaran
01.026.181.05 sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat
puluh dua ribu rupiah),- S.K.O Menteri Agama tanggal 2 Agustus
1969 No. B-VI/Rep.5/11/50. Sebelum tanggal 7 Oktober 1969

rumah/gedung tersebut atas nama Ny. Buntoro (Oci Kwan Nio alias
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Tjoa Bin Nio) alamat Pasr Kaliki Dalam 108/85 Bandung -Jabar.
Tanahnya merupakan Hak Guna Bangunan No. 16 (bekas Rigendem
Verp. No. 388/56 syurat ukur tanggal 28 September 1905 No. 58).
Dengan  perkembangannya, Pengadilan Agama  Trenggalek
mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk
pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama
Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor
21 Trenggalek (Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten
Trenggalek), yang hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah
sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan
gedung kantor yang berada di sejak tahun 1982 dialih fungsikan
sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga
sekarang.

Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek

Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1893

sampai sekarang telah mengalami penggantian sebagai berikut:

K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 — 1925;

K. Ach, Moe’arif, mulai tahun 1927 — 1943;

K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 — 1948;

K. M. Oemar Mochtar,mulai tahun 1949 — 1958;

K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 — 1966;

K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 — 1980;

Drs. Abu Amar,mulai tahun 1980 — 1990;

Abd. Malik, mulai tahun 1990 — 1994;

Drs. Hadi Muhtarom (PIt. Ketua), mulai tahun 1994 — 1996;

LCoNoORWNE
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10. Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 — 2000;
11. Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 — 2001,
12. Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 — 2004;
13. Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;
14. Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 — 2012;
15. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 — 2014;
16. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai 01 Pebruari 2014 s/d
2018
17. Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum., mulai April 2018 s/d sekarang
c. Wilayah Hukum
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Trengalek
meliputi seluruh wilayah Kabupaten trengalek
d. Tugas Pokok Dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Sebagai bagian dari badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman,
Pengadilan Agama Trenggalek bertugas menerima, memeriksa dan
memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di
Kabupaten Trenggalek di bidang perkawinan, kewarisan,
perwakafan, hibah, infaq, shadagah dan ekonomi syariah.
2. Fungsi
1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat structural dan

fungsional serta pegawai lainnya baik menyangkut

administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
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2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah
laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU
No.3 Tahun 2006).

3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara dibidang
kehakiman.

e. Struktur Organisasi

[PERMA NO.7/2015)

. Pertimbangan Hukum perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual
No0.0304/Pdt.G/2018/PA TL
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah

sebagaimana diuraiakan di atas
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Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah masalah perceraian antara
suami istri yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat
(1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang — Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang — Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang — Undang Nomor 50 tahun

2009, maka perkara ini termasuk wewenang Peradilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor :- tanggal 29 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecmatan Tugu
Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa penggugat dan
tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga penggugat mempunyai legal

standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis
Hakim telah berupaya, melakukan perdamaian dengan cara menasehati
penggugat di depan persidangan , akan tetapi perdamaian tersebut tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan
tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil
/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan

ketidakhadiran tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka
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tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak — hak
keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal
125 pasal 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau
tanpa hadirnya tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam kitab
Al Anwar Juz Il halaman 149 yang dimbil alih sebagai pendapat Majelis yang

berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti — bukti

serta memutus gugatan”

Menimbang, bahwa yang menjadi dalam posita gugatan penggugat adalah
bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disbabkan karena tergugat adalah laki —
laki homo yang akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal
hingga sekarang selama 5 bulan dan selama itu pula mereka tidak pernah

berkomunikasi lagi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan perkara ini dengan alasan
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan
setelah dipanggil dengan sah dan patut maka secara hukum harus dianggap

tergugat telah mengakui semua dalil —dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan
mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi,
masing — masing bernama SAKSI | dan SAKSI Il yang telah memberikan

keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
telah dikeluarkan pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, telah bermaterei cukup dan telah
dicocokan dengan aslinya dan isinya tidak berantakan lagi, maka alat bukti
P.1 tersebut berupa bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian
sempurna, mengikat dan menentukan, bahwa penggugat dan tergugat terbukti

menjadi suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut berupa

bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan
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menentukan. Dengan demikian penggugat terbukti sebagai penduduk dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sesuai dengan pasal 73 ayat
(1) Undang — Undang No 7 tahun 1989, secara hukum, perkara ini termasuk
wewenang Pengadilan Agama Trenggalek,, maka gugatan pernggugat secara

formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran
langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, satu orang
saksi adalah keluarga sesuai pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang — Undang
Nomor 7 tahun1098 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan
Undang — Undang Nonor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,sedang
satu orang saksi lagi adalah tetangga Penggugat,dengan demikian kedua saksi
tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil
kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang

mempunyai nilai -pembuktian;

Menimbang bahwa bedasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat
serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat maka telah

ditemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak

tahun 2016 dan belum dikaruniani keturunan
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Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmois,
namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah dan sering terjadi peselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat mencintai sesama jenis
Bahwa akibat dari peselisilah dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat telas pisah tempat tinggal selama 5 bulan
Bahwa selama pisah,antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri
Bahwa pihak keluarga telah berusaha menurunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang,bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Tergugat menjatuhkan talak satu ba’in sughro terhadap Penggugat akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menuntut pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan penceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri dan Pengadilan telah berusahan dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f)
PP.Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam
(KHI) menegaskan salah satu alasan penceraian yaitu adanya perselisihan
dan pertetangkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada

harapan lagi untuk kembali rukun;
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Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya penceraian baik cerai gugat
maupun cerai talak, yaitu;
Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akn tetapi tidak
berhasil
Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan diperimbangkan

satu pesatu dengan mengaitkan fakta — fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan
Tergugat dipandang telah memenuhi unsur — unsur terjadinya penceraian

Menimbang bahwa bedasarkan saksi — saksi yang diajukan oleh
Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
karena Tergugat adalah laki — laki yang mencintai sesame jenis dan
berpisah selama 5 bulan dengan demikian unsur pertama tersebut telah
terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselishan dan
pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

tempat tingggal yang hingga sekarang selama 5 bulan dan selama pisah
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pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi
selayaknya suami istri ,dan meskipun pihak keluarga telah berusaha agar
dapat kembali rukun membina rumah tangga ,akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi

Menimbang bahwa Pengadilan Agama telah berusaha
menasehati Penggugat/mendamaiakan kedua belah pihak yang berperkara
dengan sungguh — sungguh,bahkan pihak keluarga dua belah pihak juga
telah menasehati agar dapa kembali rukun membina rumah tangga,akan
tetapi upaya tersebut tidak beehasil,dengan demikian unsur ketiga juga
telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdapat perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri
terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal,maka rumah tangga
mereka telah pecah dan gugatan penceraian telah memenuhi ketentuan
pasal 19 huruf (b dan f) PP . No. 9 Tahu 1975 Jo.Komplikasi Hukum
Islam pasal 19 huruf (b dan f)

Menimbang bahwa secara sesiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi peselisihnan dan pertengkaran akan sulit
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuhramah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebalikanya

akan menibulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan
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salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan
pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaejaeni Fii Ath
Athalag yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini yang meyatakan ‘’Islam memilih penceraian ketika
rumah tangga sudah tidak dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak
bermafaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudang
hilang [hilang ruh]sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang
berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang
bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa disamping itu,rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi denga tujuan
perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah , mawadah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaJo. Pasal 1 ayat (1) Undang
— Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud,dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram,tidak terbina
baik,oleh karena itu mandlorot yang lebih besar dalam hubungan
keluarga, maka penceraian merupkan pilihan yang dianggap lebih ringan

mendorotnya
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal sejalan pula dengan
pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh Syekh Al-Majdi yang
diambil alih sebagai majelis berbunyi Artinya; “’Dan jika telah
memuncak kebencian isteri terhadap suaminya ,maka hakim boleh
menjatukan talak terhadap dirinya”’

Menimbang,bahwa bedasarkan pertimbangan — pertimabangan diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka bedasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang —
Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang —
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat
3. Hasil Wawancara

Dalam sebuah penelitan yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten

Trenggalek tepatnya di pengadilan Agama. Sehingga peneliti

mewawancarai majelis hakim yang menyidangkan perkara nomer

0304/Pdt.G/2018/PA TL.
Dalam mewawancarai majelis hakim pertama yaitu hakim

Dra. Sunarti,.S.H. dan Drs. H. Yazid Alfahri, SH.,M.H.



83

kendala dalam persidangan kasus homoseksual apa yang dilakukan
majelis hakim dalam persidangan perkara nomor 0304/Pdt.G/2018/PA
TL yakni ;

“kendala yang dihadapi hakim dalam melakukan sidang, posita
terlalu sulit dimengerti ( tidak jelas ) yakni posita masih belum
merujuk ke keinginan penggugat, dalam kasus perkara nomor
0304/Pdt.G/2018/PA TL dalam putusannya putusan vrestek di

kabulkan tetapi perlu di perbaiki”.”®

dari sebuah kasus kasus cerai gugat homoseksual dalam gugatan
pemohon bisa bersatu kembali jika tidak menjadi sebuah perceraian :

“bersatunya kembali bisa kalau pelaku yang homoseksual tersebut
bisa sembuh. yang mana kesembuhan itu terjadi pihak istri akan
memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat”’’.

homoseksual yang dilakuakan oleh tergugat apakah tergolong zina.
sehingga peraturan apa yang mengatur tentang zina menurut hukum
islam yang digunakan oleh pengadilan agama dalam memutus perkara
ini :

“Dasar hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan Agama
menggunakan KHI, Yurisprdensi, kitab-kitab ulama yang mana
hal tersebut yang menjadi sebauh acuan. dalam kasus Zina ada
dalam hukum positif juga diatur, cara membuktikan dahulu wajib
disumpah, mendatangkan saksi. Dalam postita menggunakan kata
selingkuh hal tersebut yang dititik beratkan selingkuh yang

mengakibatkan terjadinya perselisishan”80

’® Sunarti, Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Trengalek, 20 Desember 2018.

” Ibid
& hid.
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Dalam hukum yang ada di Indonesia, adakah hukuman orang yang

homoseksual dalam hukum Islam dan hukum positif.

“negara Indonesia adalah negara hukum. homoseksual dalam
kehidupan rumah tangga akan menggangu keharmonisan dalam
keluarga. yang mana keharmonisan tersebut akan membuat
percekcokan yang ujung-ujungnya terjadilah percerain. sehingga
percerain tersebut majelis hakim meninjau dari akibat yang timbul
seperti cekcok yang sangat tidak bisa di rukunkan kembali. alasan
perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo
pasal 19 PP No. 9 tahun 1975

apabila salah satu pihak misal seperti perkara ini pihak tergugat tidak
hadir dalam persidangan apakah proses sidang masih tetap dilanjutkan
atau tidak.

“Pengadilan kewajibanya hanya memanggil, mengenai yang

dipanggil datang atau tidak terserah haknya. Setiap perkara harus

dipanggil secara resmi dan patut”82.

dalam kaitannya dengan putusan perkara ini, majelis hakim
memutuskan dengan putusan verstek. seperti apa putusan verstek

tersebut.

“Putusan verstek itu putusan apabila salah satu pihak tidak pernah
hadir sama sekali. Sehingga majelis hakim memutus dengan
putusan verstek atau putusan sepihak, yang terpenting didalam
persidangan ada saksi dan bukti-bukti kuat yang bisa tunjukkan
kepada majelis hakim”®

& 1bid.
8 1hid.
& |hid.
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Peneliti juga mewawancara ahli hukum Islam dalam perkara
homoseksual yaitu : Ahmad Mushonif, M.H.1
dalam kaitannya dengan putusan ini adalah dikarenakan faktor dari
pihak tergugat yang mempunyai pihak kelainan seks, vyaitu
homoseksual, apa yang dimaksud homoseksual dalam Islam dan apa
penyebab homoseksual tersebut terjadi.

“homoseksual dalam al-qur’an termasuk liwat. penyebab
homoseksual terjadi karena faktor lingkungan sekitar®*

perilaku homoseksual termasuk golongan gangguan jiwa atau bukan.

“para ahli psikologi menggolongkan homoseksual bukan termasuk
ganguan jiwa. yang mana homoseksual termasuk sebuah
penyimpanagan sosial. seharusnya manusia saling berpasangan
dan beda jenis kelamin®”,

kaitannya dengan masa kelanjutan penggugat dan tergugat apabila
nanti mereka rujuk. maka pihak penggugat harus berperilaku normal
layaknya seorang suami. apakah perilaku homoseksual itu sendiri bisa
disembuhkan atau tidak.

“homoseksual bisa disembuhkan dengan terapi psikologis.
terjadinya homoseksual itu karena ada sebuah kekecewaan dengan
lawan jenis yang dalam melakukannya tidak nyaman. menurut
sudut pandang psikologi terjadinya homoseksual karena faktor
lingkungan yang sering di lingkupnya yang mempengaruhi
psikisnya®”

# Ahmad Mushonif, Wawancara Pakar Hukum Islam, IAIN Tulungagung, 24 Desember 2018

% Ibid,
% |bid
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apakah perilaku homoseksual termasuk golongan perbuatan zina
seperti yang dilarang oleh Islam atau bukan.

“zina itu memasukan kelamin yang beda antara laki dengan
perempuan yang belum halal. menurut Imam Malik meng
giyaskan homoseksual sama dengan zina. sedangkan jumhur
ulama menggiyaskan homoseksual seperti dengan zamannya nabi
luth As®".

setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan mempunyai dampak
dan konsekuensi yang kembali pada dirinya sendiri. apakah perilaku
homoseksual tersebut mempunyai dampak bagi dirinya dan
masyarakat disekelilingnya.

“secara sosial bagi masyarakat akan terjadi gunjingan terhadap
istrinya yang mana suaminya telah mengalami sebuah
homoseksual. dari aspek kepuasan yang dialami oleh istri akan
cedera, tidak memiliki rasa puas dan terjadi percekcokan karena
sama saja dengan perselingkuhan. dari segi agama seharusnya di
hentikan homonya yang mana bisa jadi turun balak.®”
Wawancara dengan bapak Dr. Kutbuddin Aibak,S.Ag., M.H.I selaku

Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan llmu hukum Institut Agama
Islam Negeri Tulungagung.®
Dalam kaitannya dengan putusan ini adalah dikarenakan faktor

dari pihak tergugat yang mempunyai pihak kelainan seks, yaitu

& \bid
& |bid

# Kutbuddin Aibak, Wawancara Pakar Hukum Islam, IAIN Tulungagung, 24 Desember 2018
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homoseksual, menurut beliau, pandangan hukum Islam terhadap
homoseksual yaitu :

“ homoseksual adalah hubungan seksual antara orang — orang
yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun wanita. Namun
biasanya istilan homosex digunakan untuk hubungan seksual
sesame pria, sedangkan untuk sesama wanita disebut lesbian.
Homoseksual (liwath) dilakukan dengan cara memasukkan penis
(dzakar) ke dalam anus (dubur) sedangkan lesbian dilakukan
dengan cara melakukan masturbasi satu sama lain dengan cara
untuk mendapatkan orgasme (climax of the sex act).Homoseksual
sudah terjadi pada zaman nabi Luth. Kaum nabi Luth terkenal
memiliki sifat homoseksual. Mereka tidak mau mengawini
perempuan kecuali sangat gemar melakukan hubungan seksual
antar laki — laki. Allah Swt telah menjelaskan dalam surah asy —
Syu’ara (26) ayat 165 — 166 :”

Pandangan hukum Islam, jika ada yang mengatakan bahwa seseorang

homoseksual itu pilihan.

(13

seseorang tersebut perlu dipertanyakan kenormalannya. Karena
menurut figh jinayah, homoseksual merupakan dosa besar , karena
bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan
dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Sebab Allah menjadikan fitrah
manusia terdiri dari pria dan wanita agar mereka berpasang — pasangan
sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk
memperoleh ketengan dan kasih sayang.”

Apakah homoseksual akan membawa pengaruh negative terhadap
kesehatan jiwa dan akhlak.
“Pengaruh tersebut antara lain terjadinya goncangan jiwa, depresi

mental, pengaruh terhadap akhlak karena tidak bisa membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk dan akan menimbulkan suatu
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sindrom atau himpunan — himpunan gejala penyakit mental yang
disebut herastenia”.

Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkara cerai gugat

yang dikarenakan suami homoseksual

“Homoseksual merupakan sebuah penyimpangan dan dihukumi dosa
besar, maka dari itu sudah sewajarnya jika istri menggugat cerai
suami. Karena dari kelakuan homoseksual suami itulah yang menjadi
penyebab rusaknya rumah tangga, dimana suami sudah tidak
menjalankan fungsinya dengan normal sebagai seorang kepala rumah
tangga.”

Bagaimana jika meskipun tergugat adalah seorang homoseksual tetapi

ia masih menjalankan tugasnya sebagai seorang suami.
“Dalam kasus ini, tergugat masih menjalankan tugasnya sebagai
kepala rumah tangga itu merupakan suatu kewajiban, tetapi
tergantung tugas apa yang dijalankan. Jika terkait nafkah materi sudah
umunya memang harus menafkahi, namun jika terkait nafkah batin itu
adalah hak istri. Jika istri tidak mau menerima dari apa yang suami

berikan, maka tentu jalan perceraian lebih memiliki banyak
manfaatnya istri sah — sah saja melakukan gugat cerai atas suaminya.

(13

B. Temuan Penelitian
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2018/PA TL
Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual.
Dalam memutus perkata majelis hakim menggunakan sebuah
petimbangan hukum. yang mana putusan tersebut supaya memiliki dasar

hukum yang kuat yakni dalam “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
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Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya
menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat
tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian
telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP . No. 9 Tahu 1975
Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b dan f)” yang mana suami
istri tidak satu rumah dan pisah tempat tinggal. perselisihan tersebut karena
pihak suami terjadi gangguan atau kelainan seksual, yaitu homoseksual.

“homosekusal sumber masalah dari perceraian yang dialami oleh
penggugat. yang mana seorang penggugat tidak di nafkahi batin oleh pihak
tergugat™”

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2018/PA TL
Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif

Hukum Islam.

Dalam hukum islam kategori homoseksual itu imam malik
mengaktegorikan sebagai “zina” sedangkan para ulama mengkiaskan
dengan kejadian nabi luth As. hal tersebut diperkuat dengan ahli hukum
Islam yakni :

“zina itu memasukan kelamin yang beda antara laki dengan

perempuan yang belum halal. menurut imam malik menkiaskan

homoseksual sama dengan zina. sedangkan jumrul ulama mengkiaskan

homoseksual seperti dengan zamannya nabi luth As®”.

*® Sunarti, Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Trengalek, 20 Desember 2018.
91 H
Ibid



90

hal tersebut sangat mengganggu kehidupan dalam hal bersosialisasi yang
mana pihak istri juga mengalami sindiran dari lingkungan sekitar.

“para ahli psikologi mengolongkan homoseksual bukan termasuk
ganguan jiwa. Yyang mana homoseksual termasuk sebuah
penyimpanagan sosial. seharusnya manusia saling berpasangan dan
beda jenis kelamin®”.

“Majelis Hakim dalam hal sejalan pula dengan pendapat dalam kitab
Ghoyatul Maram oleh Syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai
majelis berbunyi Artinya; ‘’Dan jika telah memuncak kebencian isteri
terhadap suaminya ,maka hakim boleh menjatukan talak terhadap
dirinya”’

Homoseksual dalam Islam disebut dengan liwath®. Liwath (
homoseksual ) berbeda dengan hukuman zina. Karena liwath berbeda dengan
zina, sehingga dapat dikatakan liwath termasuk dalam keumuman dalil-dalil
syara’ yang menyebut dalam perzinahan. Sedangkan Liwath adalah
memasukan kelain laki-laki kedalam duburnya laki-laki. Memasukan kelamin
kedalam farji berbeda dengan mamasukan kelamin ke dubur. Jadi liwath
berbeda dengan zina.** Sebagaimana wawancara dengan ahli hukum Islam
homoseksual dalam Islam dan apa penyebab homoseksual tersebut terjadi.

“homoseksual dalam al-qur’an termasuk liwat. penyebab
homoseksual terjadi karena faktor lingkungan sekitar®™”

*2 |bid,

9 Liwath, http://ikin24.tripod.com/uqubat_liwath.htm diakses pada 23/10/2018 13.16 WIB
% Ahmad Mushonif, Wawancara Pakar Hukum Islam, IAIN Tulungagung, 24 Desember 2018
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perilaku homoseksual termasuk golongan gangguan jiwa atau bukan.

“para ahli psikologi menggolongkan homoseksual bukan termasuk
ganguan jiwa. yang mana homoseksual termasuk sebuah
penyimpanagan sosial. seharusnya manusia saling berpasangan
dan beda jenis kelamin®®”,

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2018/PA TL
Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif

Hukum Positif.

Dari putusan perceraian yang disebabkan suami homoseksual, dapat
dijadikan alasan percerain karena masalah utamanya adalah homoseksual.
Homoseksual dalam Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan PP nomer 19 tentang pelaksana perkawinan.

Pasal 39 poin 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dikatakan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hal yang
didasari dalam pasal 34 poin 3 yaitu “ jika suami istri melalailkan kewajiban
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila kita
garis batin pada kata melalaikan kewajiban, banyaklah arti yang dapat
diambil . dalam hal kewajiban rumah tangga bisa berarti kewajiban jasmani

dan rohani, kewajiban terhadap rohani seperti terpenuhinya biologis.

% Ibid,
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“pasal 39 UU No | Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan
bahwa untuk melakukan penceraian harus ada cukup alasan dimana
suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
Pengadilan telah berusahan dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 Tahun
1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam (KHI)
menegaskan salah satu alasan penceraian yaitu adanya perselisihan
dan pertetangkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun”

yang mana dari perilaku homoseksual mengakibatkan hubungan suami istri
tidak lagi menjadi harmois yang mengakibatkan sebuah percekcokan dalam

rumah tangga yang tidak bisa dirukunkan kembali

. Pembahasan
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2018/PA TL

Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual.

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku di negara kita, namun demikian Hakim tidak
hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoretis semata
melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di
setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya.

Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian tentang
perceraian dengan nomor perkara 0304/Pdt.G/2018/PA TL di Pengadilan

Agama Trenggalek. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat
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mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara
perceraian dengan alasan salah satu pihak mengalami kelainan seksual dalam
perkara nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.TL.

Pada kasus no. 0304/Pdt.G/2018/PA.TL tersebut, penulis menganalisa
pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Adanya gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan pada
alasan bahwa selama menjalani kehidupan bersama Tergugat menunjukkan
perilaku yang aneh, diketahui terguggat juga ketahuan selingkuh dengan
seorang transgender, sudah lima bulan tidak dikasih nafkah lahir dan
Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dan tergugat
sering cekcok karena tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada
penggugat, tergugat juga mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh dengan
orang transgender yang bernama Kristin. Hal ini juga tidak sesuai dengan
tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan

seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.%’

Demikian pula pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rohmah”.%

Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
98 . .
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
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Pada gugatan Penggugat, alasan Penggugat mengajukan perceraian

pada pokoknya adalah :

1)

2)

Tergugat menunjukkan perilaku aneh yakni menyukai sesama jenis
(homoseksual); Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur tentang alasan-alasan perceraian, tidak diatur mengenai
homoseksual sebagai alasan perceraian itu sendiri. Menurut penulis,
homoseksual dapat menjadi alasan perceraian karena dari adanya
homoseksual tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan percekcokan
dalam rumah tangga itu sendiri.

Terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
Sesuai dengan Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi
“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”. Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam perkara no.

0304/Pdt.G/2018/PA.TL.

3) Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah selama lima bulan;

Menurut penulis, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah batin kepada
Tergugat selama lima bulan dan telah melanggar sighat ta’lik talak yang

mana dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara tersebut.

4) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun

batin. Menurut penulis, Tenggugat tidak memberi nafkah kepada
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Penggugat baik lahir maupun batin telah melanggar sighat ta’lik talak

yang mana dapat menjadi dasar hukum untuk memutus perkara tersebut.

a. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

Dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 yang berbunyi:

1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim
berusaha mendamaikan kedua pihak.

2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menurut penulis, hal tersebut telah sesuai dengan dengan
UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang
Peradilan Agama.

b. Berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat
telah tenyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang
termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek; Penggugat
mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek
yang mana Tergugat berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Hal tersebut

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau

kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya
mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

c. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir saat
jawaban meskipun telah dipanggil secara patut; Jawaban Tergugat
terhadap pokok perkara terdapat beberapa kemungkinan, yakni:

1) Membantah dengan tegas dalil gugatan/permohonan yang diajukan

Penggugat/Pemohon;
Apabila Tergugat dalam jawabannya mengingkari dalil gugatan
Penggugat secara tegas, makapemeriksaan dilanjutkan sampai pada
tahab pembuktian, dari sini akan diketahui apakah gugatan
Penggugat terbukti atau tidak.

2) Mengakui secara murni atau bulat; Pengakuan yang sesungguhnya
terhadap semua dalil gugat yang diajukan oleh Penggugat.
Pengakuan dalil gugatan Penggugat dapat dilakukan dengan salah
satu dari tiga cara berikut ini, yaitu :

a) Pengakuan dengan tegas;

b) Pengakuan dengan cara berdiam diri, tidak melakukan bantahan

atau pengingkaran atau sangkalan;
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c) Mengemukakan bantahan tanpa alasan.

3) Mengakui gugatan Penggugat dengan klausula. Pengakuan yang
berklausula adalah suatu pengakuan yang dibarengi dengan
pembebasan dari apa yang digugat oleh Penggugat.

Dalam perkara Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.TL Tergu gat tidak pernah
hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat dapat diartikan
bahwa Tergugat tidak membantah atau tidak menyangkal sama sekali
gugatan Penggugat.
Keterangan keluarga Penggugat yang disampaikan dibawah sumpabh,
yang isi pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak
bulan November 2016 sudah tidak rukun dan sering terjadi cek cok
diantara keduanya
d. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran selama 10
bulan. Dari keterangan keluarga dan keterangan saksi didapat fakta bahwa
memang benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan
tidak serumah. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik
nafkah lahir maupun batin. Keluarga tahu penyebab permasalahannya dan
sudah berusaha menasehati akan tetapi usaha tidak berhasil.
e. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

benar-benar telah pecah dan sudah tidak ada saling mencintai dan
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menyayangi, Tergugat lebih tertarik kepada laki-laki (sejenis) daripada
kepada istrinya (Penggugat) sehingga apabila Penggugat dan Tergugat
dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, justru akan
membawa kemadlaratan bagi keduanya;

. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka gugatan cerai Penggugat telah
terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam.

Pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
tertulis alasan perceraian yakni “Antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga”.® Perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara suami dan istri membuat rumah tangga laksana neraka
dunia, dimana suami istri di dalamnya tersiksa, jauh dari rasa ketenangan,
ketentraman dan kebahagiaan yang justru menjadi tujuan perkawinan.
Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga bermacammacam,
antara lain adalah karena tekanan ekonomi rumah tangga, bisa karena cara
hidup dan pandangan yang berbeda, bisa karena kehidupan beragama yang
berbeda dan sebagainya.

Ada 2 (dua) macam pendapat mengenai penggunaan alasan
perceraian sebagaimana tertulis pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

*Dilihat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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Hukum Islam, yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga”. Pendapat pertama mengatakan, bahwa alasan-
alasan perceraian itu hanyalah contoh saja, dimana tiap alasan dapat
dipergunakan untuk meminta perceraian, asal saja alasan itu mengakibatkan
suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perdapat kedua
mengatakanbahwa penyebutan alasan-alasan itu sifatnya limitatif,
karenanya tidak dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lain. Hal ini
sesuai dengan prinsip kekal abadinya perkawinan dan kehendak pembentuk
UndangUndang untuk mempersulit perceraian dan adanya pokok pikiran
bahwa alasan-alasan untuk menuntut perceraian harus merupakan alasan-
alasan tertentu.

Menurut penulis, dalam perkara No0.0304/Pdt.G/2018/PA TL, Hakim
menggunakan pendapat yang isinya pertama karena majelis Hakim tidak
hanya mempertimbangkan perselisihan sebagai alasan perceraian saja, akan
tetapi Hakim juga mempertimbangkan hal-hal lain yang menimbulkan
perselisihan itu sendiri.

Pada kasus tersebut, dapat juga diterapkan metode Argumentum per
analogiam atau metode berfikir analogi. Analogi memberi penafsiran pada
suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam
peraturan tersebut, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat

dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut
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Hakim menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintan Nomor 9
tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum islam yang
berbunyi “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”.'®Menurut penulis, Pasal tersebut apabila dianalogikan maka
perselisihan dan pertengkaran tersebut meliputi segala hal yang dapat
menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga. Apabila diterapkan dalam kasus tersebut, perilaku seks menyimpang
Tergugat (homoseks) yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga dapat menjadi alasan terjadinya
perceraian, sehingga menurut penulis, Hakim telah tepat memberikan dasar
hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2018/PA TL
Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif
Hukum Islam.

Dalam pandangan Tuhan manusia di pandang hanya pada sebuah
ketaatannya. Umat islam menyakini bahwa Allah yang membuat sebuah
hukum. Pandangan tersebut secara otomatis menerangkan bahwa

menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah mutlak menjadi hak

199 pilihat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum islam.
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prerogatif Allah swt. Bahkan dalam homoseksual sangat jelas ketentuannya
baik dalam Al-quran maupun Al-Hadist.

Homoseksual dalam Islam disebut dengan liwath'®. Liwath (
homoseksual ) berbeda dengan hukuman zina. Karena liwath berbeda dengan
zina, sehingga dapat dikatakan liwath termasuk dalam keumuman dalil-dalil
syara’ yang menyebut dalam perzinahan. Sedangkan Liwath adalah
memasukan kelain laki-laki kedalam duburnya laki-laki. Memasukan kelamin
kedalam farji berbeda dengan mamasukan kelamin ke dubur. Jadi liwath

berbeda dengan zina.'%?

Hukum Islam menekankan aturan demi menjaga agar tidak
terputusnya keturunan manusia akibat perilaku tersebut, memuliakan
manusia dengan tidak bertindak seperti hewan, serta mensyukuri nikmat
yang telah diberikan oleh Allah SWT.*®

Dalam Al-Quran Allah telah melarang dan mengharamkan perbuatan
dan perilaku homoseksual dengan kondisi apapun. Adapaun ayat yang
melarang dalam homoseksual antara lain :

Surat An-Naml ayat 55

10z Liwath, http://ikin24.tripod.com/uqubat_liwath.htm diakses pada 23/10/2018 13.16 WIB
'% Ibid, him. 251-253
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Artinya  :mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu mu
bukan mendatangi wanita. Sebenarnya.*®

Ketentuan larangan melakukan homoseksual juga dalam hukum
pidana Islam diatur dalam hadis nabi Rasullulah saw. Rasulullah saw

bersabda :'®

a8l e a Lad W2 (9 58 G0 ) W s aie O deaf Liaa
JB Jsl s e ) Jifie (0 dese (p dll e (e (Sl aa) Sl e 0
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Artinya : Dari Muhammad bin mani dari Yazid bin Harun dari Qosim ibn
Abdul wahid al-maki, dari Abdullah bin Muhammad ibn Agqil
bahwa ia mendengan jabir berkata, Rasulullah berkata : bahwa
sesuatu yang aku takuti dari umatku adalah perbuatan kaum nabi
luth

Dalam pembuktian homoseksual dengan cara pengakuan, kesaksian
dua orang saksi, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Sehingga

homoseksual dapat dijatuhkan dengan syarat, pelaku homoseksual baik pelaku

104

Departemen Agama R.I AL-Quran dan terjemah, ( Jakarta: Syaamil Qur’an ,2009)

195 http://www.elhooda.net/al-hadits-online/ diakses pada 23/04/19
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maupun yang dukumpulinya itu baligh, berakal, inisiatif sendiri. Terbukti

dengan melakukan homoseksual dengan bukti dengan kesaksian.

Sehingga peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Majelis
Hakim yang menjadi Hakim dalam persidangan perceraian nomer :

0304/Pdt.G/2018/PA TL . Drs. H. Yazid Alfahri, SH.,M.H. mengatakan :

“Dalam kasus perkara homoseksual tersebut banyak sekali nilai
mudorot, tidak ada nilai kemanfaatan sehingga pihak perempuan
mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Sehingga majelis hakim
mengabulkan gugatan. Majelis hakim selalu bernegosiasi apakah tetap
dilanjutkan gugatan, ternyata pihak yang menggugat tetap melanjutkan
dan pihak yang tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam sidang.
Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek”

Yang mana dalam homoseksual mudharat yang ditimbulkan banyak
sekali. Agama sangat melarang perbuatan homoseksual. Dampak negarif

yang akan didapat diantaranya®.

1. Benci terhadap wanita. Kaum Luth berpaling dari wanita dan kadang bisa
sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah
sebuah tujuan dalam pernikahan untuk memperbanyak keturunan.
Seandainya seorang homoseksual itu bisa menikah, maka istrinya akan
menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan

balas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami

106 Syeh Nabil Muhammad Mahmud, Gay Lesbian dan Homoseksual,

https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbian-homoseksual.html, Pada tanggal 02/09/2918
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. Efek Terhadap Syaraf. Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan
memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya dia
merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada
akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa
cenderung dengan orang yang sejenis dengannya.

. Efek terhadap otak, sehingga otak akan mempenagruhi sel-sel syaraf yang
akan membuat tuhuh akan tergoncang.

Menyebabkan pelakunya menjadi pemurung, orang yang homoseksual
selalu mengalami sebuah gelisah atas keinginannya dalam syahwat.

. Seorang homoseksual selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa
nafsunya

Hubungan homoseksual dengan kejelekan akhlag. Kita dapatkan mereka
jelek perangai dan tabiatnya. Mereka hampir tidak bisa membedakan
antara yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang hina.

Melemahkan organ tubuh yang kuat dan bisa menghancurkannya. Karena
organ-organ tubuhnya telah rusak, maka didapati mereka sering tidak
sadar setelah mengeluarkan air seni dan mengeluarkan kotoran dari
duburnya tanpa terasa

Hubungan homoseksual dengan kesehatan. Mereka terancam oleh
berbagai macam penyakit. Hal ini disebabkan karena merasa lemah mental

dan depresi
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9. Pengaruh terhadap organ peranakan homoseksual dapat melemahkan

sumber-sumber utama pengeluaran mani dan membunuh sperma sehingga

akan menyebabkan kemandulan

10. Dapat meyebabkan penyakit thypus dan disentri

11. Spilis penyakit ini tidak muncul kecuali karena penyimpangan hubungan

sek

12. Kencing nanah

13. AIDS,

para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit ini adalah

kaum homoseksual

Menurut Kartono, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

homoseksual, yaitu:

e.

107

Faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks.
Contohnya seperti cairan dan kelenjar endokrin pada fase-fase
pertumbuhan yang kritis dapat mempengaruhi arah dari dorongan-
dorongan seksual dan tingkah laku.

Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan
bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Contohnya
seperti individu yang besar di lingkungan yang terdiri dari para
homoseksual yang melakukan prostitusi yang selanjutnya
memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan individu.
Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena
pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan
pada masa remaja. Contohnya seperti laki-laki yang semasa remaja
sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki dan mengalami
kepuasan yang sama halnya seperti berhubungan seksual dengan
perempuan sehingga membuat individu tersebut selalu mencari
kepuasan yang sama dengan relasi homoseksual.

07 Kartono,

Maju, 1989)him 248

Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung: Bandar
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h. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis

dengan ibu, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibu
dan berdampak kepada semua wanita. Individu yang mengalami
trauma dengan ibu tersebut kemudian memunculkan dorongan
menjadi homoseksual yang permanen.

Dalam hukum islam kategori homoseksual itu imam malik

mengaktegorikan sebagai “zina” sedangkan para ulama mengkiaskan

dengan kejadian nabi luth As. hal tersebut diperkuat dengan pakar hukum

Islam yakni :

“zina itu memasukan kelamin yang beda antara laki dengan
perempuan yang belum halal. menurut imam malik menkiaskan
homoseksual sama dengan zina. sedangkan jumrul ulama
mengkiaskan homoseksual seperti dengan zamannya nabi luth
Ast®,

hal tersebut sangat mengganggu kehidupan dalam hal bersosialisasi yang

mana pihak istri juga mengalami sindiran dari lingkungan sekitar.

“para ahli psikologi mengolongkan homoseksual bukan termasuk
ganguan jiwa. yang mana homoseksual termasuk sebuah
penyimpanagan sosial. seharusnya manusia saling berpasangan dan
beda jenis kelamin%®”.

“Majelis Hakim dalam hal sejalan pula dengan pendapat dalam kitab
Ghoyatul Maram oleh Syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai
majelis berbunyi Artinya; “’Dan jika telah memuncak kebencian
isteri terhadap suaminya ,maka hakim boleh menjatukan talak
terhadap dirinya’’

108 1hid
199 1hid,
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“pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan
bahwa untuk melakukan penceraian harus ada cukup alasan dimana
suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
Pengadilan telah berusahan dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 Tahun
1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam (KHI)
menegaskan salah satu alasan penceraian yaitu adanya perselisihan
dan pertetangkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun”

yang mana dari perilaku homoseksual mengakibatkan hubungan suami istri
tidak lagi menjadi harmonis yang mengakibatkan sebuah percekcokan
dalam rumah tangga yang tidak bisa dirukunkan kembali.

3. Pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor :
0304/Pdt.G/2018/PA TL Dalam Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual
Dalam Perspektif Hukum Positif.

Dalam pandangan tersebut perceraian dalam kasus suami yang
mengalami sebuah homoseksual yang sudah diputus oleh pengadilan Agama
Kabupaten Trengalek, dalam putusan nomer : 0304/Pdt.G/2018/PA TL.
Sehingga mengambil sumber hokum Undang-Undang nomer 1 tahun 1974
tentang perkawinan, PP nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang-
Undang nomer 1 tahun 1975 tentang perkawinan serta KHI ( kompilasi
Hukum Islam). Ketiga undang-undang tersebut dipakai dalam Pengadilan
Agama di seluruh Indonesia.

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi

pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk
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penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan disini adalah kaitan yang erat
antara homoseksual dengan peningkatan risiko AIDS™°.

Menurut Dr. Caprio dalam bukunya Sexology, homoseksual adalah
suatu gejala kekacuan saraf (nervous disorder), yang berasal karena adanya
hubungan dengan orang orang yang sakit saraf, misalnya keluarga, guru,
pengasuh / pelayan rumah tangga™!. Homoseks ini akan membawa pengaruh
yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara
lain terjadi goncangan jiwa, depresi mental, pengaruh terhadap akhlak sangat
berbahaya karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang
buruk. Dan juga akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan — himpunan
gejala — gejala penyakit mental yang disebut herastenia.*?

Majelis hakim memutus perkara  perceraian putusan
N0:0304/Pdt.G/2018/PA TL tersebut menggunakan asas kepastian hukum,
asas keadilan dan asas kemanfaatan. Yang mana dalam memutuskan tersebut
majelis hakim juga menggunakan pendekatan psikologi. Dalam kepastian
hukum agar peraturan ditegakkan sebagaimana bunyinya hukum®. Sehingga
hukumanya tidak boleh menyimpang. Asas keadilan dalam pelaksanaanya dan

penegakannya hukum hendaknya adil yang menyetarakan''*. Asas

"“Meta, “Bentuk Penyimpangan Seksual” dalamh ttps://sosiologiblog.wordpress.com diakses
22/10/2018 pada 13:16 WIB

11 caprio, Sexology homoseksual, ( Jakarta: IDI, 2003) him 87

12 Kutbuddin Aibak, kajian figh kontemporer, (Yogyakarta : Teras, 2009) him 97

113 |ya Faniyah, Kepastian Hukum Sukuk Negara, ( Seleman :Cv. Budi Utomo, 2012), him.104

14 Sumaryono, Etika Hukum, ( Yogyakarta: Kanisus, 2002), him 78
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kemanfaatan dalam penegakan hukum harus memberi rasa manfaat bagi
semua orang tanpa ada yang timbul dalam keresahan manusia**®.

Dalam posita tersebut bahwaanya pihak suami jarang member nafkah
batin kepada istrinya karena pihak suami mengalami homoseksual. Yang
mana dalam kehidupan rumah tangga nafkah batin juga sangat perlu tidak
hanya nafkah lahir.

Secara umum kelemahan atau cacat yang dimiliki suami istri adalah™® :

a. Kelemahan atau cacat dalam hubungan suami istri, misalnya
pihak laki-laki kemaluannya terpotong atau ipoten. Semetara
kemaluannya istri tersumbat tulang.

b. Kelemahan atau cacat dalam hubungan seksual karena terkena
penyakit berbahaya yang mana menjadi lawan jenis tidak sabar

hidup bersama dan atau mau menanggun resiko, misalnya gila
atau penyakit menular.

Sebab — sebab tersebut juga memberikan suatu hak bagi salah satu
pihak untuk menuntut cerai. Bagi suami tentunya dengan talak (cerai talak
dalam konteks Indonesia), dan bagi istri dapat memilih khulu’ (atau cerai
gugat dalam konteks hukum Indonesia) sebagai jalan tempuh penyelesaian
hubungan pernikahan.

Dari putusan perceraian yang disebabkan suami homoseksual, dapat

dijadikan alasan percerain karena masalah utamanya adalah homoseksual.

115 Muhamad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Moderen Dalam Islam, ( Yogyakarta:
LKSI,2010)him. 238

116 \Wahab Zuhaly, Problemmatik Hukum Keluarga Islam Kontenporer,(Jakarta : Pradana
Media, 2005) him. 128
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Homoseksual dalam Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan PP nomer 19 tentang pelaksana perkawinan.

Pasal 39 poin 2 UU nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan
dikatakan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hal yang
didasari dalam pasal 34 poin 3 yaitu “ jika suami istri melalailkan kewajiban
masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”. Bila kita
garis batin pada kata melalaikan kewajiban, banyaklah arti yang dapat
diambil . dalam hal kewajiban rumah tangga bisa berarti kewajiban jasmani

dan rohani, kewajiban terhadap rohani seperti terpenuhinya biologis.

Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan
sangat kawatir berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sehingga
bila hal ini terjadi, salah satu pihak ingin bercerai maka alasan ketidak

harmonisan tersebut dapat dijadikan sebuah alasan bercerai.

Dalam KUHP homoseksual diatur dalam pasal 292 yang berbunyi :
“orang dewasa yang melakukan cabul dengan orang lain sesama
kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya sebelum
dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”

Homoseksual telah menjadi fenomenal dalam masyaraakat dunia. Di
masyarakat Timur maupun barat homoseksual yang aktornya gay, telah
menjadi kontroversial. Kelompok konservatif menganggap bahwa para gay

sebagai peresah sosial karena mereka menyimpang dari norma masyarakat.



111

Di pihak lain, kubu liberalis menganggap homoseksual bukan sebuah
masalah, justru sebagai wujud kemerdekaan individua dalam menentukan
orientasi seksual. Perdebatan diantara dua kubu tersebut pada dasarnya
merupakan usaha-usaha pemaosisian terhadap kelompok.

Secara kultural, pandangan masyarakat mengenai homoseksual
mempunyai citra nagatif untuk kelompok homoseksual sehingga muncul
sentimen antipati dan kelompok-kelompok lainnya, terutama kelompok
agama. Kekuatan agama dan budaya dalam bentuk preventif represif telah
menyudutkan kaum homoseks pada posisi marjinal dan melahirkan
anggapan umum bahwa orang-orang homoseks adalah penyimpangan norma
kesusilaan atau sebagai deviant.

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku
ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal Pasal
292 KUHP mengatur bahwa “orang yang sudah dewasa yang melakukan
perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin
dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu
belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima
tahun”.**’

Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak

pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang

belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini

" lihat Undang-undang KUHP Pasal 292.
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kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya. Hal ini dapat
didasarkan pada pertimbangan hukum.

Dari kasus perceraian yang telah dikemukakan diatas, posita yang
akan penulis cermati adalah tentang ketidakmampuan suami dalam
memberikan nafkah batin terhadap istri yang disebabkan suami
mempunyai kelainan sex (homoseks) yang mana sama-sama diketahui
bahwa hidup dalam berumah tangga tidak hanya cukup dengan nafkah
lahir saja, melainkan juga bafkah batin yang sangat berpengaruh terhadap
keharmonisan keluarga.

Dari putusan yang penulis dapatkan, perceraian yang disebutkan
seuami homoseksual dapat dijadikan alasan perceraian, seperti yang telah
penulis papakan dalam bab sebelumnya tentang permasalahan
homoseksual.

Jadi menurut pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai
gugat dikarenakan suami selingkuh dengan orang yang sesama jenis atau
dikatakan homoseksual, ini pantas dan sesuai dengan hukum yang diatur
dalam KUHP tentang perilaku cabul yang ada hubungannya dengan
homoseksual itu sendiri, dikarenakan perilaku tersebut nantinya juga
menimbulkan banyak kerugian, terutama pihak istri. Karena istri berhak
untuk menuntut nafkah lahir maupun batin kepada suaminya, sedangkan
suaminya tak bisa memberikan itu semua, apalagi nafkah batin. Itu kembali

mengacu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
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Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin
antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”M® Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam
KHI tidak ada Pasal yang menyebutkan penjelasan mengenai homoseksual

sebagai alasan Perceraian.

8 | ihat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan





